


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6632); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 

tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan 

Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1391); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 8); 

  8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara 

(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 

36); 

  9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 50); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 

PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut 

DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Barito Utara. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara. 

7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa 

dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. pengalokasian; 

b. pembagian; 

c. penyaluran; dan 

d. penggunaan ADD. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PENGALOKASIAN 

 

Pasal 3 

(1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp151.744.101.000 (Seratus Lima Puluh 

Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Satu Ribu Rupiah). 

(3) Penetapan ADD setiap desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

BAB III 

PEMBAGIAN 

 

Pasal 4 

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di 

Kabupaten dengan mempertimbangkan:  

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat 

kesulitan geografis desa. 

 

Pasal 5 

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan : 

a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 

jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan 

b. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) 

dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa. 

 

Pasal 6 

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

W   =  [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADDkab – ADkab) 

Keterangan : 

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa  

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa 

kabupaten 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk 

miskin Desa kabupaten 

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin 

Desa kabupaten 

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks 

Kesulitan Geografis kabupaten yang memiliki Desa 

ADD kab = pagu ADD kabupaten 



AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa 

dalam kabupaten. 

 

Pasal 7 

Angka bobot untuk variable ADD terdiri dari : 

a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen); 

b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan 

d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen). 

 

 

BAB IV 

PENYALURAN 

 

Pasal 8 

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas 

Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu : 

a. gaji dan tunjangan kepala desa, sekertaris desa, perangkat desa, tunjangan 

BPD dan unsur staf pemerintah desa di salurkan pada  setiap bulan sesuai 

tahun anggaran berjalan; 

b. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) di luar gaji dan tunjangan 

disalurkan paling lambat bulan Juni; dan 

c. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) di luar gaji dan tunjangan 

disalurkan paling lambat bulan Desember. 

(3) Penyaluran ADD berupa Gaji dan Tunjangan dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan: 

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2023 yang sudah di evaluasi 

oleh Camat dan diverifikasi kecamatan; 

b. Kepala Desa menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dan 

Pengangkatan Sekertaris Desa, Perangkat Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa Sesuai dengan peraturan dan perundang udangan 

yang berlaku; dan 

c. rekening penerima gaji dan tunjangan sesuai dengan nama penerima Gaji 

dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. 

(4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 

a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya; 

b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang di 

sampaikan kepada Bupati melalui Camat; 

c. laporan Pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya 

yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2023 di sampaikan kepada 

Bupati melalui Camat; dan 

d. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 

a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I di sampaikan kepada 

Bupati melalui Camat; 

b. laporan realisasi semester I tahun berjalan; dan 

c. dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen). 

 

 



(6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan. 

(7) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA 

Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Kepala DSPMD cq. Bidang 

Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permusyawaratan Desa. 

(8) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DSPMD 

membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari 

Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. 

 

Pasal 9 

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah 

dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan 

bendaharawan desa yang menjabat. 

 

 

BAB V 

PENGGUNAAN ADD 

 

Pasal 10 

ADD dipergunakan untuk : 

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;  

b. tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;  

c. tunjangan badan permusyawaratan desa; 

d. penyelenggaraan pemerintahan desa; 

e. pelaksanaan pembangunan desa; 

f. pembinaan masyarakat desa; 

g. pemberdayaan masyarakat desa; 

h. tunjangan jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% 

(satu persen) bersumber dari penghasilan tetap; 

i. tunjangan jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan Jaminan hari 

Tua bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan unsur 

staf desa bersumber dari operasional Pemerintah Desa sebesar 6,24% (enam 

koma dua puluh empat persen) dari nilai upah. 

j. percepatan penetapan dan penegasan batas desa meliputi pemetaan, 

pengumpulan data fisik dan yuridis serta patok batas desa. 

 

Pasal 11 

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 12 

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan: 

a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

Desa untuk mendanai : 

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan 

perangkat Desa lainnya; dan 

2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 

b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

untuk mendanai : 



1. penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf d termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan 

insentif rukun tetangga dan rukun warga; 

2. pelaksanaan pembangunan Desa; 

3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 

4. pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar 

pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau 

sebutan lain. 

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada Desa, 

sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan 

tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau 

sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Pasal 13 

(1) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja : 

a. alat tulis kantor; 

b. cetak/penggandaan/penjilidan; 

c. perjalanan dinas; 

d. baju dinas dan atributnya; 

e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong; 

f. biaya musyawarah desa; 

g. honorarium staf Badan Permusyawaratan Desa; 

h. peralatan kebersihan kantor; 

i. bahan bakar minyak untuk sarana transportasi dinas desa;  

j. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor; 

k. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

l. benda pos; dan 

m. tunjangan jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan Jaminan 

hari Tua bagi Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari tunjangan. 

(2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) orang, sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 

b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 

(tujuh) orang, sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau 

c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 

(sembilan) orang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). 

 

 

 

 

 

 



Pasal 14 

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e 

meliputi : 

a. rehab/pembangunan sarana dan prasarana desa; 

b. rehab/pembangunan sarana pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, 

Taman Kanak-kanak, Pendidikan Agama, Keluarga Berencana; 

c. rehab/pembangunan sarana kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu Lansia, 

Pos Pelayanan Terpadu Balita, Pondok Bersalin Desa; 

d. rehab/pembangunan sarana seni budaya; 

e. rehab/pembangunan sarana olahraga; 

f. rehab/pembangunan sarana kepemudaan dan Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga; 

g. rehab/pembangunan sarana produksi pertanian; 

h. rehab/pembangunan sarana perhubungan; 

i. rehab/pembangunan sarana sumber daya alam dan energi;  

j. rehab/pembangunan sarana pariwisata; 

k. rehab/pembangunan sarana pelestarian lingkungan hidup; dan 

l. rehab/pembangunan sarana sosial kemasyarakatan. 

 

Pasal 15 

Pembinaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f 

bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan organisasi dan sumber daya 

manusia berupa dana operasional meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa untuk 

kegiatan : 

a. pembinaan organisasi pemuda; 

b. pembinaan organisasi perempuan;  

c. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan; 

d. pembinaan organisasi kebudayaan; 

e. pembinaan bidang pendidikan; 

f. pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana; 

g. pembinaan bidang keagamaan; 

h. pembinaan kelembagaan; dan 

i. pembinaan bidang ekonomi. 

 

Pasal 16 

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g 

bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat meliputi : 

a. pelatihan kerja/usaha bagi pemuda; 

b. pelatihan bagi kelompok usaha dan kelompok tani; 

c. pelatihan keterampilan kepada perempuan; 

d. mengikuti pameran dan promosi produksi usaha/kerajinan desa; 

e. pelatihan bagi keterbatasan fisik;  

f. pengiriman warga potensial untuk mengikuti pelatihan/magang untuk 

keterampilan; dan 

g. Pelatihan bagi kepala desa, perangakat desa dan badan permusyawaratan desa. 

 

 

 

 

 








